BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
5.1.1. Kesimpulan Terkait Gacha/Lootbox

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana baik yang lama maupun yang baru yakni pada Pasal
303 dan 303bis KUHP Lama dan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru
menyatakan perjudian sebagai suatu tindak pidana perjudian dan memuat

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merupakan suatu bentuk permainan atau perlombaan
2. Bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan

3. Terdapat taruhan di dalamnya

Apabila dihubungkan dengan unsur-unsur yang terdapat pada permainan
online gacha/lootbox, maka dapat disimpulkan bahwa permainan
gacha/lootbox memenuhi unsur perjudian dan masuk ke dalam kategori
sebagai tindak pidana perjudian yang tertuang dalam Pasal 303 dan 303bis
KUHP Lama serta Pasal 426 dan 427 KUHP Baru. Hal ini juga telah dibuktikan
pada pembahasan di atas bahwa permainan gacha/lootbox sebagai perjudian
karena pada dasarnya gacha/lootbox merupakan sebuah permainan dan bersifat
untung-untungan karena fitur gacha/lootbox menggunakan sistem lotre virtual
yang mana persentase mendapatkan objek virtual yang langka/yang diinginkan
cenderung sangat rendah dan mengandalkan keberuntungan di dalamnya.
Selain itu, mata uang virtual yang digunakan di dalamnya juga dibeli
menggunakan uang asli yang memiliki nilai dalam suatu masyarakat tentunya,
uang ini dipertaruhkan untuk membeli fitur gacha/lootbox tanpa mengetahui
dan hanya berharap objek virtual yang akan keluar adalah objek virtual yang

diinginkan saja.

Indonesia juga merupakan negara yang sangat mengkriminalisasi tindak

pidana perjudian, hal ini dapat dilihat dari dibentuknya Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian padahal sudah ada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang telah mengatur tindak pidana perjudian.
Dapat dilihat di sini bahwa tujuan dari dibentuknya UU No. 7 Tahun 1974 ini
bertujuan untuk mengatur kembali pengaturan mengenai tindak pidana
perjudian karena pengaturan yang diatur pada KUHP pada saat itu sudah tidak
relevan dan efektif karena perkembangan zaman di mana sanksi pidananya
terlalu kecil, sehingga dibuat pemberatan pidana pada UU 7 Tahun 1974.
Selain itu, pemerintah menyatakan bahwa perjudian tidak sesuai dengan norma
yang hidup di dalam masyarakat, norma kesusilaan, norma agama, serta moral
Pancasila. Ditekankan kembali bahwa perjudian merupakan tindak pidana yang
dapat dilihat dari ditariknya Pasal 542 yang mengatur sanksi bagi pemain judi
dalam buku Il KUHP mengenai pelanggaran menjadi Pasal 303bis yang
berada di Buku Il KUHP mengenai tindak pidana. Sehingga, dapat disimpulkan
Indonesia sangat mengkriminalisasi tindak pidana perjudian, hal ini juga dapat
dilihat pada UU ITE yang mana pada Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa
sistem elektronik yang mengandung unsur perjudian memiliki sanksi
pidananya sendiri. Perjudian juga berbahaya bagi keamanan dan ketentraman
umum karena perjudian dapat menimbulkan watak pemalas bagi para
pemainnya dan membuat mereka hanya berharap agar menjadi kaya tanpa
perlu bekerja, sehingga sumber daya manusia dapat menurun dan
pembangunan nasional dapat terhambat juga. Pemain judi yang kalah juga
dapat melakukan tindak pidana lain untuk mengembalikan uang yang habis
dipakai untuk berjudi, hal ini tentunya berbahaya bagi keberlangsungan hidup

masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

5.1.2. Kesimpulan Terkait Pengecualian Asas Nasionalitas Aktif Untuk
Menerapkan UU ITE Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

Dalam pembahasan di atas, berdasarkan kasus yang digunakan di mana
publisher yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di negara
asing yang tidak mengkriminalisasi tindak pidana perjudian, maka berdasarkan
prinsip-prinsip yang dianut dalam ketentuan yurisdiksi dalam hukum

internasional, Indonesia dapat menerapkan yurisdiksinya berdasarkan prinsip
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teritorial, prinsip personal, prinsip perlindungan, serta prinsip yurisdiksi
ekstrateritorial. Namun hal ini terdapat hambatan karena di Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana di Indonesia menganut asas nasionalitas aktif yang di
dalamnya juga menegaskan bahwa suatu perbuatan yang dianggap sebagai
tindak pidana di Indonesia harus terdapat ancaman pidana di negara lain agar
Indonesia dapat menerapkan yurisdiksinya (asas double criminality). Sehingga
apabila dalam suatu negara lain perbuatan perjudian tidak diancam dengan
sanksi pidana maka Indonesia tidak dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap
tindak pidana tersebut. Namun, asas ini dapat dikesampingkan menggunakan
asas lex specialis derogat legi generali, di mana ketentuan yang diatur dalam
KUHP dapat dikesampingkan menggunakan ketentuan yang diatur di dalam
UU ITE. Akan tetapi yang menjadi ketentuan lex specialis dalam hal ini
merupakan ketentuan Pasal 2 UU ITE, bukan dari ketentuan pada Pasal 27 ayat
(2) UU ITE karena Pasal 27 ayat (2) UU ITE hanya merupakan sui generis atau
perbuatan yang sama tetapi memiliki suatu ciri khas atau kekhususan tertentu.
Hal ini dikarenakan, pengaturannya mengenai perjudian merujuk kepada
tindak pidana perjudian yang diatur dalam KUHP, yang membedakannya
adalah dalam Pasal 27 ayat (2) perjudian dilakukan dengan media internet atau
sistem elektronik yang bersifat online saja. Pasal 2 UU ITE merupakan
ketentuan yang menjadi lex specialis dan hanya berlaku bagi tindak pidana
siber yang diatur dalam UU ITE. UU ITE ini akan menjadi lex specialis dari
pengaturan tindak pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana karena KUHP mengatur tindakan-tindakan pidana
secara umum saja, sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan media
internet atau perangkat komputer, sehingga untuk tindakan-tindakan pidana
yang diatur secara umum pada KUHP pada dasarnya juga akan mengikuti asas
double criminality yang terdapat pada asas nasionalitas aktif di mana kedua
negara harus terdapat ancaman pidana terhadap perbuatan perjudian. Sehingga,
yurisdiksi Indonesia tidak dapat diterapkan dengan menggunakan KUHP dan
yurisdiksi Indonesia dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana dengan
menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Ketentuan UU ITE juga
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tidak melanggar prinsip-prinsip yurisdiksi yang dianut dalam hukum
internasional. Dalam penegakkan yurisdiksi Indonesia, dapat dilakukan dengan
melakukan ekstradisi, kerjasama internasional, mutual legal assistance,
perjanjian internasional, dan upaya lain untuk menanggulangi tindak pidana ini
agar tidak melanggar kedaulatan negara lain. Akan tetapi, terdapat pula
hambatan-hambatan karena ketentuan pada UU ITE terdapat kekurangan,
seperti tata cara pemidanaan, pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penyitaan,
alat bukti dan pembuktian. Hal ini dikarenakan dalam UU ITE hanya
menjelaskan perbuatan yang dilarang saja serta sanksi pidananya saja sehingga
berpotensi melanggar kedaulatan negara lain.

5.2. Saran
5.2.1. Saran Terkait Gacha/Loothox

Diperlukan pengaturan yang secara jelas mengatur mengenai perbuatan-
perbuatan apa yang mengandung unsur perjudian, sehingga tidak terdapat
kekeliruan mengenai apa yang merupakan suatu permainan dan apa yang menjadi
suatu tindak pidana perjudian. Dibutuhkan juga pengawasan khsusus dari aparat
keamanan karena permainan online apalagi di dalamnya mengandung unsur
perjudian dapat diakses oleh masyarakat, dimana dewasa ini hampir semua orang
baik dari kalangan anak kecil sampai dewasa dapat dengan mudah mengakses
internet untuk melakukan permainan perjudian. Sehingga perlu adanya peningkatan
pengawasan dan penyuluhan mengenai tindak pidana perjudian karena
membahayakan masyarakat karena dapat merusak moral dan mental masyarakat
serta melanggar norma dan moral yang hidup di dalam masyarakat.

5.2.2. Saran Terkait Pengecualian Asas Nasionalitas Aktif Untuk Menerapkan UU
ITE Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

Terkait penanganan mengenai tindak pidana yang bersifat transnasional ini,
diperlukan pengaturan yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana siber
secara tegas. Bukan hanya pengaturan yang menjelaskan mengenai perbuatan yang
dilarang serta sanksi pidananya saja, melainkan pengaturan yang secara jelas

mengatur mengenai perumusan tindak pidana siber dengan memperhatikan
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karakteristik dan kategorisasi tindak pidana siber, pembedaan hukum pidana umum
dan hukum pidana khusus dalam substantif hukum pidana indonesia, harmonisasi
hukum pidana Indonesia dengan hukum internasional, serta pengaturan
pemidanaan yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penyitaan, alat bukti dan

pembuktiannya agar tidak melanggar kedaulatan negara lain.*?!

121 1bid.
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